PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 12 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHII

'DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

batwa dengan telah dielapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1397 tentang
P*ajak Dasrah dan Retribusi Daerah, maka Qznun Daersh tentang Retribust
Daarah harus disssuaikan dengan Peraturan tersebul diatis;

bahwa ustuk i dimatksud hurut
&, tipandang periu untuk mngatur Pemakaian Ke}'ayaan Daerah dalam
suaty Qanun.

Mengingat :

. Undang-Undang Noraor 5 Tahun 1960 tentang Peraluran Dasar Pokoke-
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pokok Agraria {Lembaran e Republik Indonasia Tahun 1960 Nomog
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momar 2043);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahwn 1981 tentang Mukum Acara Pidana

{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembacan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomar 23 Tahur 1987 lentang Ketantuan-Ketentuan
Pokok Pengalolaan Lingkungan Hidup (Lombaran Negara Republit indo-
nesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lambaran Negara Republil Indg-
nesia Nomor 3698);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumizhan dan Pamuliman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun 1992 Nomar 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3463);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pamerintahan Daerah
(Lambaran Negara Rapublik Indenesie Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3839);

artars Pamarintah Pasel i O mhama Ne
nesia Tahun 1999 Nomor 72, Tﬁm.)ahah Lerrfnanan Nngam Fl.egumklndu
niasia Nomor SE48);

Undang-Urdang Nomaor 34 Tahur: 2000 tenteng Perubahan ates Undang-
Undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republil Indonesia Tahts 2000 Nomor 246, Tamnahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahua 2001 tentang Otanomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Hepubli indoriesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

. Undang-Undang Nomior 4 Tafur 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Aceh Barat Daya, Kabupaton Gayo Lues, Kabupaten Acch Jaya, Kabupaten
Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang df Provinsi Nanggroe Aceh




Darussalam {Lembaran Negara Republik Indenssia Tahun 2002 Nomor
17, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4178);

L Peraltran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 fentang Pstaksanaan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahur 1893 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indo-
nasia Nomar 3258);

. Peratiran Pemerintah Namor 25 Tahun 2000 tentang Kewanangan

F ¢ P i D h Otonom (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomer 172, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Momor 3893);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republiik indonasia Nomor 4139);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 44 Tahun 1850 tentang
Tehnik-Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemarintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan LembararNegara Republik Indoncsia
Nofmor ...50

K Menteri D '3 Tahun 1986 tentang Ketentuan
Unum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintanan Dasrah
o, Menteri Dalk i 4 Tahun 1997 tenlang Penyidk

Pegawal Neger Sipil di Lingkungan Pemariniahan Daerah;

Kepulusan Menteri Dalam Neger Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik
Penyusunan dan Materi Mualan Produk-procuk Hukum Daerah;

bemur Provinsi Nanggros Aceh Normor 03 Tahun

2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjad/

Qanun {Lefbaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun
2008 Nomor 9 Ser £ Nomor 5 ).
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Uengan Porsetujuan Bersame,

DEWAN PEAWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
BUPATIACEH TAMIANG
MEMUTUSKAHN :

Mengizztan -

CGANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.
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BAB 1
KETENTUAN URIUM
Pasal 1

Da\am Qanun inl

. Daerah adalzh Dol auais Aceh Tamiang;

Pgmerintah Dasrah ada.ah Bupatibeserta parangkat dasrah olon0 yang

lzin sebagai Badan £ rah;

_ Bupati adalah Bupat \ Tamiang:
Pajabat adaizh Pegawal yang dberfkan tugas tertarty
Dasrah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Badan adalah benluk Badan Usaha yang melpul Psrsamn Terbatas,
Perseroan Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nams dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumnpuian, firma, kengsl, koperasi, yayasan alau o-o2aisasi yang sejenis,
iembaga dana pensiun, bantuk uszha tetap sertz | ik usaha \ain’tya
=i f4sa Usaha ada!ai‘ refribusi atan fasa yan
i

<t s.va_(a.
Rstribust Pemakaien kekayaan Daerah yang selanjulnva dlsehut Fatribusi
adalah pungutan dasrah sebagal pembayaran alas pelayanan pemakaian
Kekayaa:: Dacrah yang dimiliki dan atau dielola langsung oleh Pemerintah
Dasrah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau

&

*

o
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Badary
Wajibs Retribusi adalah arang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
P 03N retribus! diwajibkan untuk ]

retribusi;
tasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayazan daerah;
SuratKetetapan Retibusi Daerah, yang selanjuinya dapat disingkat SKRD
adalah Surat Kepulusan yang menentukan besamya jumtah relribusiyang
terhulang;

Sural Ketelapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjulnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahen yang selanjutnya
dapal disingkat SKADLBT adaish Surat Keputusan yang manentukan
jurniah kelebihan pambayaran retribusi karena jumiah kredit Ristribusi lebi
besar daripada retribus] yang terhulang atau fidak seharusnya tehulang:
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang ssfanjutnya dapat disingkat STAD
adalah Surat untuk faglh ibusi dan atau i
‘berupa bunga dan atau denda;

Sural Kepulusan Keberatan adalat: Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKAD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKET dan
SKROLBT yang disjukan Wajib Retribusi:

Femeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Relribusi Dasrah ber-
dasarken Peraturan Perundang-undangar Retribust Daerah;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retibusi oleh Penyidik Pegawal Negeri
Sipll (FPNS) yangseianjutnya disebut Paryidlk, untuk menced serla mengum-
puilen bukii yang dengan tu mambuat terang Tindak Pidana dibldang
Relibisi Deerah atau retribusiyang terjadi serta menemukan fersangkanya.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemenntah Dastah mengatur dan mengendaiikan pemakaian kekayaan
Daerah;
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(2) Sefiap pemakaian kekayaan Dasrah harus dengan perseiujuan Bupai
BAB I
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS!

Pasal 3

Retribusi ini adalah retribusi gemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Dasrzh.

4
Pasafd ‘i

{1} Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan
Daerah untuk jangka wakti tertentu yang mafiputi :
a. Pemakaian Kenderaan/Alat-alat barat Milik Dazrah;
b. Pemakaian Barigunan Milik Dasrah;
¢. -Pemakaian Tanah Wilik Daerah,

(2} Bubjek Ratribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adaksh orang-orang Pribag
atau Badan yang mamperoieh hak unt? menggunakan Kekayaen Daerah; -

sAB IV
TOLONGAN RETRBUS! BAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal §
Daerahc iR i Jasa Usaha,

Pasal §
Retribusi Pemakaian Kekayaan Dasrah dipungut delsm wilaya dasrah.
BABY
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGURAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggumaar jasa dickur berdasarian jenis, jumlsh dan jangha wakia
pemakaian Kekayaan Daerah.
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BAB ¥1

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8
nsip dan sasaran dalam penetapan sirukiur dan besamya tarif retribusi
jasarkan pada tujuan untuk memperolsh keunfungan yang lavak dan atau
nggantian biaya antara fain mefiputi biaya perawatan/pemeliharaan,
bnyusutan, keamanan dan kebersihan.
-1V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
‘Pasal ¢

) Tarif retribusi pemakeaian alat-alat berat 1
Mobit Derek...

a Mo Ap. 100.000,- fsatiap pakai
b. Mesin Gilas 2 - 5 Ton Rp. 100.000,- fhari
¢. Mesin Gllas 6 - 8 Tor
d. Mesin Gilas 8- 10
e
i
2
h.
i
i
3

- L
m.
f.
0. Rp. 500.000,- /hart
P Hp. 500.000.- fhart
q. SkidLoadar. Rp. 400.000,- fharf
. Motor Keial Aspal.. fip. 150.000,- hari
&, Water Tank Truk {mobil fangki air} Ap.  50.000,- /hari
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Bump Truk .. Fip. 200,000, fhari
Pumpamramm Fp. 50000, fari
Rp. 50000 fari

s e iR

Rp. 100.000,- Mhari

dd. Pemotong Aspal Rp. 100.000,- hari

{2} Retribusi Pemakaian Bangunan dan Sewe Meja, Sewa Kios serta Sews
Losd Millk Daerah.
a. Tarlf Sewa Bangunan Ruko dan Kios 4% (empat persen) setehun dari
Harga Bangunan Tahun Bedalan yang ditetapkan oleh Bupati,
Sewa Meja Batu Pasar lkan, Rp.  1.500,- Mea/Hari.
Sewa Losd Tempat Pannmpa!anﬂ'orw
Fiber lkan Fo. 2,000 - MejeHari.
4. Sewa Kios Ayam Polong Permanen Fip. - Kios/Tahun.
6 Sews Kr{ls Ayam Polong Non Rarreane Po 3.~ iosTahun.
Fip “5.000- - Meja/Har
Fp.  8.500,- Meja/Hari.
Ap
Ap.
Ry

-

2.000,- MejdHarl.
1.000,- /MejaHari.

ewa LosdTempat Berjusian . . 500,- / LapakiHari
Setiap pemindahan Hak dan atay balik nama (BN) dikenakan retribusi
bea bafik nama (BBN) sebesar 2,5% (dua setengah persen) dasi harga
Jual Bangunan.

{3) Retibusi Pemakaian WC/Kamar Mandi Milfk Dasrah

a, Untuk setiap kali buang air Kecil 200,
b, Untuk seliap keli buang air Besa Ap. 500,-
<. Seflap Kail Mandi ..... Rp.  1.000-

\?/ Pemakaian Bangunan Milik Dasrah
a. Taril am, 4 i harga bangunan
tahun berjatan yang ditetapkan oleh Bupati;




{2k dan atau Balk {i Ratribus
Bea Balwk Nama {BBN) sebssar 2% (dua persnr) dari harga jual
bangunan.

] Retribusi pemakaian dan psmanfaatan tanah milik Daerah atau dibawah

Penguasaan Daerah dalam wilayah Kecamatan Kota Kuala Simpang dan

Kecamaian Karang Baru, sebagal berikut :

a. Hak Guna Bangunan Rp. 100.- (seratus rupiah} pec-metecharl;

b. Hak Pakai Rp. 100.- (seratus rugiah) per-meternar;

¢ Hak Sewa Rp 6. (wjub pulub kma mpmh)pw-merarﬂ\an

d F ok Guna Halc inHak Sewa
untuk kepentingan Sosial dikenakan 50% (Ama puluh persen) darl
Retribusi seperti yang tarcentum pada huruf a dan b,

Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan tanah milik Daerah atau dibawah

Penguaszan Daerah dalam wilayah Kecamaian Kejuruan Muda dan

Kecarnatan Rantau den Manyak Payed, sebagai barikuf :

&. Hak Guna Bangunan Fp. 75, (tujuh puluh lima rupiah) per-meter/har;

b. Hak Pekai Rp. 75,- (wjuh puluh lima rupiah) per-meterfharl; .

©. Hak Sewa Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per-meterhari;

d. Pemakajan dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai maupun Hak Sewa
unfuk kepentingan Sosial dikenakan 40% (empat puiuh persen) dar
Reatribusi sepeitl yang tercantum pada hurul & dan b.

Retribusi pemakaian dan pemanfaatan tenah milk Daerah ataw dibavwsh
Panguasaan Dagrah dalam wilayah Kecamatan Tarmlang Hulu, Kecamatan
Seruway dan Kecamatan Bendahara sebagal berilut -

Hak Gura Bangunan Rp. 50.- {lima puluh rupiah) per-meterhar;

Hak Pakai Rp. 50.- (ima puluh rupiah) per-meterhark,

Hak Sowa Rp. 30,- (tiga puluh rupish) per-meterhar;

Pemakaian dengan Hek Guna Bangunan, Hak Pakal maupun Hak Sewa
uryk kepentingan Sosial dikenakan 35% (tiga puluh lima persen) dar
Retribusi seperti yang tercantum pada huruf a dan b,

=

poon

(8) Setiap ian izin ¢ g terbuka/lzpangan miiikc
Penerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Unluk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilian

keuntungan berupa uang, séperti Kegiatan pasar promosi. pertunjulkan
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sirkus, pasar hiburan dan lain-ain yang sefenis dikenatan ratribus) ¢
150,- (seratus Rima pulih rupiah) per-meter bujur sangkar par-) “hard;
Khusus kegiatan bisnis bagi masyaraka ekonomi lemah dalarm rangly
upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat sspard, wWaring, Ky
darurat, kereta sorong untuk berjuafan dan lain-lain yang sejenis
dikenakan retibusi Ap. 100,- (seratus rupiah) per-meter bujur sangicay |
par far; 4
Untuk kegialan sosial yang semata-mala tidak mengharapkan
Keunlungan seperi kegiatan keagamaan, politic dan kegistan sosig
tainnys, dapat dibebaskan dari psmbayaran retriousi, dengan leriesh
dahulu mendapatkan izin dari Bupat atau Pejabat yang ditunjuk,

-

e

(9) Retricusi pemakaian alau penutupan jalan lerentu
a. Yang bersifat kemersial.. Fp. 100.000,- /24 jam
b. Untuk kepentingan pesta afau kzpsnihgan fainnyz tdak dipungul biaya,

{10) Pelatakan semertara bahan-bahan, barang, benda untuk pelaksanaan
pembangunan, permugaran untuk kepentingan f2innya dipungut retribust
sebagai berikut :

2. Diatas jalan Hot-k™
. Diatas jalan Aspal

fp. 2,000 fovhar
Rp.  1.500.- im¥hari
<. Diatas Trotgar Rp 1.000,- /mhari
d. Diatas Bam Rp. 500,- fmhari
Dengan katentuan tidak mengganggu lre-lancamﬂ arus iaku lintas,

(11} Pombuatan dan pemasangan Manihole dipungul retrbusi sebagai berkut
Ap. 200.000,- fiempat
Rp. 150.000,- flampat
Rp. 100.000,- fempat
Rp. 50.000- ftempat

©. Diatas Trotoar ...
d. Diatas Bamn ...

{12} Perbalkan Men Hole dipungut retribusi sebagal berilast 1
. Perbaikan diatas jalan Hot-Wix Rp. 160.000.- fempat
b. Parbaikan diatas jalan Aspal. Rp.  75.000,- fempat
¢. Perbaikan diatas Trotoar Ap.  50.600.- Atempat
d. Perbaikan Borm _ fp. 25.000, Aempat

154




pp urluk ip:
atribusi sebagai barikut :
Pemakaian dibawah jaian aspal Hat-Mix  Rp.

" pemakaian dibawah jalan Aspa Fop. 500,- Mampat
. Pemakaian dibawah Trotoar Rp.  700- Aempat
| Pemakaian dibawah Barm Pp. 300, tempat

tanah Untuk p atau pipa instalasi dipungut
Rlatribus! sebagal berikut -

. Pemakaian dibawah jalan aspal Hot-Mix Rp.  1.000.- Mempetimtr,
b, Pemakaian dlbawah jlan Aspal ... Bp. 500, Aempat/mtr.
c. Pemataian dibawah Troloar Rp. F00,- fempat/mir.
d. Pemakeisn dibawah Berm Rp. 350, empatimiz

Biaya perbalkan kemball galian peker] baweh tar
dengan standard harga F i Kabupaten Aceh Tamiang
Dinas Pekarfaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang.

Tarifipemakaian tanah untuk penempatan fiang kstrik dan tiang tefepon &
a Tang Listik. Rp.  1.000.- fanghzhin,
b, Tiang Telepon. Ap. 750, fManghahun,

) Refribusi pemakaian tanah Pemda unluk pemasangan rekiame Rp. 150,47
mhari.

Pasal 12

lrga dasar bangenan dan lingkal penyusutzn bangunan sebagai dasar
Ititungan retribusi sewa bangunen sebagaimana lersebut dalam pasal 8
lat (2) huruf & ditetapkan olet: Bupadl.

BAB VIR

TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYAREY DAN PENGATURAN
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 11

ta cara parmohonan, syaral-syarat dan pengaturan pemakaian kekayaan
fah ditetapkan oleh Bupati,
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BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUS)

H

Pasal 12
{1} Pemungutan ratriusitidak dapat dialitkan pada Pivak Keligs/diborongian,

{2} Retrbus: dipungut dengan menggunakan Susat Ketetapan Retribusi Dagrap,
(SKRD} atau dokumen lain yang dipsrsamakan,

Pasal 13

(1} Bupati meneritikan SKAD untuk penelapan reiribusi, yang didasarkan
kepacla Surat Pemberitatuan Re'rbusi Daerah (SPRD).

(2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhl oleh wajib refribusi sebagaimana
mestinya, maka Bupati menerbitkan SKRD secara Jabatan,

(3) Bentuk danisi SKRD sebagal:
oleh Bupati.

5 dimaksug ayat (2) pasal ini ditetapkan

Pasal 14

Apabila berdasarken hasil pemeriksaan ditemukan date baru dan atey dete
‘vang semuia beium ierungkap yang menyebabkan penambahian iumiat
Ratribusi yang terulang, maka Bupsti mengeluarkan SKRD tambahan

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAR

Pasal 15

{1] Pembayaran retibusi dengan menggunakan SKRD
Daerah atau ditempat iain yang ditinjuk oleh Bupall sesu
ditentukan berdasarkan SKRO, SKAL Jabaiss atal SKRD Tambanan,

kuikan i Ka

(2) Apabila pembayaran Retribusi dilskukan seteiah wakiv yang chentuka:
sebagaimana yany dimaksud pada ayat {1), meka dikenaken sanks
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sdministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) ssliap bulan dari
jumizh reisibiss! yang terutang dengan menerbitkan STRO olsh Bupati,

Pasal 16

j Pembayaran relribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan
tanda buld pembayaran.

) Benluk, isi, kwalitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi
ditelapkan cleh Bupati.

BAB Xi
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 17
tribisi tarutang terjadi pada sast diterbilkannye SKAD atau dokumen lain
bng dipersamakan.
BAB Xl
TATA CARA PENAGIMAN RETRIBUSI
Pasal 18
) Penyaripaian Susat Teguran/Paringatar: atau Surat lain yang sejenis
<cebagal aws! findzkan polaksanazan penagihan Retribusl dikeluarkan
segera satelah 7 (tujuh) hari sejak iatuh tempo pembayaran,
12) Dalam jangke waktu 7 (Muh)harisetekahlmgga\ surat tegurandperingatan

alau suratlain yang sefer di h Waj ibusi, Wajis Retrious!
harus melunasi Retribusi yang terhutang.

Pasal 19

fentuk-hentuk formulir vang dipergunakan untuk peiaksanaan penagiian
elribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dilectankan
eh Bupali.
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BAB Xl
SAMKS] ADMINISTRASI
Pasal 20

Dalam hal wajib ratribusi lidak membayar tapat pada wakiunya atau kurang
mefmbayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga seb
parsen) tiap bulan dari retribusi yang teritang atau kurang dibayer dan di
dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21

{1) Bupati akan memberikan pengurangan, keringanan dan psmbsbasan
ratribusi.

{2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembsbasan retibusi ditotapkan
oleh Bupati,

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 22

{1) Hak untuk retribusi setelah i
Jangka waktu 3-(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnys Retribusi

kecuall apabila Wajib Retribusi tindak pit dit g Retribusi
Daerah.

2) K penagi Retribusi i dimaisud pada aya! (1)
tertangguh apabila :
& Diterbitkan surat teguran atau,
b. Ada pangakuan hutang retribusi Daerah dari wejib retribusi baik
langsung matpun tidak iangsimg
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BAB XVl
KETENTUAN PIDARA
Pasal 23
Wwajit: retribusi yang tidek mematuhimelalaikan dan atau malanggar Qanun
ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda pa-
ling banyzk 4 (smpat) kali jumiah retribusi yang terulang.

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayal {1) pasat ini adalah Tindak
Palanggaran.

BAB XVl
PENYIDIKAN
Pasal 24
Pejabat Pegawai Megerl Sipil fertenty diingkungan Pemerintaf Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan panyidikan
tindak pldana dibidang Retriousi Daerah.
Wewenang penykilk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalgh

a. Meénerima, mencar, mengumpulkan dan menelifi kelerangan atay
laporan berkenaan dengan Yndak pidana dibidang Ratribusi Daerah

agarketerangsi atau tjadi lebin lengiap dan jelas;
b. Menalli, mencari can sulkan i orang
Pribadi aiau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan,
‘sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerab;
¢ Maminta keferangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan
- sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daeratr;
d. iksa buku-buky, catal tatan dan dokumen-dokumen lain

yang berkenazn dengan tindak pidana dibidang Fefribusi Daerah;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukusn, pencatatan dan dokumen-dofumen lain, serta melakukan
ponjitaan tarhadap bahan hukll tersebut;

Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidican tindak pidana dibidang Retribusi Dasrafi;

]
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g Menyuruh betherti, melareng seseorang meninggalkan tempal afay
ruangan pada saal pemerniksaan sedang berlangsung dan mefierksy |
identitas orang dan alau dokumen yang dibawe sebpgaimana Yang
dimaksud pada huruf d;

fi. Memotret seseorang yang berkaitan dengan findak pidana Hetribyg

Daerah;

Memanggil orang urulk didengar keterangannya dan diperiicsa sshags;

saksh

Menghentikan penyidikan,

Metakukan tindakan Jain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindal

pidana dibidang Retribusi menurut hitkum yang dapat dipertanggung.

jawabikan.

o

dimuiainya

(3) Penyidik i ayet{d)

idikan dan meny ikan hasil penyeli kopada Panariu:

Umum, sesual dengan ketenluan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

{1) Denganberlakunya Qanunini. maka semua keleniuan yang pertentangar
dengan Qanun ini dinyatakan tidak beraku kgl

{2) Hakhatyang beium diatus dalam Qsnun ini, sepanjang mengenai perefurar
pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupat.

Pasal 26
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya seliap. crang dapai inengetahuinys, memerintahkar

Pengundangan Qanun ini dengan penenpatannya dalam Lermbaran Daerat
Kabupaten Aceh Tamiang.
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Disshkandi : Karang Baru

21 November 2003 M
Padaianggal @ -

26 Ramadhan 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

ndanglcan di Karang Baru

22 November 2003 M
a Tanggal —

27 Ramadhan 1424 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Drs. ISHAX DIUNED
Pambing Tk
Nip. 010 085 253

L BARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 14
ERIC
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